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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good 

governance dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik 

diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan 

penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. 

Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar 

hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk 

memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja 

organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiensikan hasil dari 

proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, 

pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik 

(Bastian, 2010: 88). 

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk 

bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan 

kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban dalam hal ini dilakukan secara 

terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada masyarakat (Rakhmat, 

2009:42). 

Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan 
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beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan 

anggaran dan sistem pelaporan. Akuntabilitas sebagai suatu bentuk 

pertanggungjawaban atas segala tindakan pemerintah, tidak hanya sebatas 

menyediakan laporan kinerja secara transparan namun perlu mempertimbangkan 

aspek nilai di dalam masyarakat seperti yang dikemukakan Wahyudi Kumorotomo 

(2013:4).  

Akuntabilitas Penny Kusumastuti (2014:2) dapat mengandung arti 

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik 

untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh 

keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil 

kinerjanya.  

Akuntansi Publik Mahmudi (2013:9) adalah Kewajiban Agen (Pemerintah) 

untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan 

kegiatan yangberkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi 

publik. Akuntabilitas publik terdiri dari atas dua macam, yaitu : 

1) Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) yaitu pertanggung jawaban atas 

pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggung 

jawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggung jawaban 

pemerintah daerah ke pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.  

2) Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggung jawaban 

kepada masyarakat luas.  
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Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 

publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal bukan hanya 

pertanggung jawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya 

dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga 

sektor publik.  

Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Yuddy 

Chrisnandi (Kompas, 4 januari 2016) terkait dengan masalah akuntabilitas 

Penyerahan laporan hasil evaluasi kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam 

membangun budaya kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Budaya ini harus 

secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang 

memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat 

bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Berdasarkan penjelasan UU No 17 tahun 2003, anggaran adalah alat 

akuntabilitas manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan 

ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas 

perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan. 

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran untuk 

membangun kepercayaan publik pada pemerintah daerah. Dengan mempertanggung 

jawabkan pengelolaan keuangan dalam bentuk anggaran maka diharapkan laporan 

pertanggungjawaban keuangan bisa lebih akuntabel sehingga mendapatkan 

dukungan publik (Mahsun, 2006: 103). 
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Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang 

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur 

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelolanya.  

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : 

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata 

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 

- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah membuat 

penetapan kinerja berupa Dokumen Penetapan Kinerja sesuai dengan kedudukan, 

tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. 

Penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Laporan keuangan di akuntansi sektor publik, disamping mencakup laporan 

anggaran yang dimandatkan, juga akan mencakup laporan neraca dan laporan arus 

kas. Laporan anggaran menjadi sebuah laporan untuk kepentingan eksternal. Laporan 

seputar APBD bagi pemerintah daerah sudah merupakan hal yang aneh. Namun 

demikian, laporan arus kas dan terlebih lagi neraca daerah merupakan sesuatu yang 
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relative baru. Oleh sebab itu, pengenalan lebih jauh tentang arti penting akuntansi 

sektor publik menjadi sesuatu yang tidak dapat diabaikan di era otonomi dan 

reformasi keuangan daerah saat ini.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merupakan dinas 

bagian integral dan tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Setiap kegiatan pemerintahan dan pelayanan harus tetap selalu selaras dengan 

kebijakan nasional. Kegiatan dalam Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kota 

Palembang meliputi menyediakan sarana dan prasarana dibidang pelayanan 

penduduk.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang bertugas 

untuk melakukan pencatatan atau pengeluaran sehari-hari instansinya, bisa berupa 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dipegang oleh pemegang kas. 

Keadaan keuangan dan pelaporan keuangan kepada instansinya merupakan tanggung 

jawab pemegang kas, sebagai bentuk pertanggung jawaban tugas yang diembannya, 

pemegang kas diharuskan melakukan pembukuan dan pencatatan. Pemegang kas 

bertanggung jawab terhadap keuangan dan pelaporan keuangan kepada instansinya, 

pemegang kas harus melakukan pembukuan dan pencatatan berguna untuk 

pertanggung jawaban atas tugas yang diembannya.  

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah 

semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor 

publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.  
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Pertanggung jawaban manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palembang merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kradibilitas 

manajemen yang baik. Prinsip pertanggung jawaban yang tidak terpenuhi dapat 

menimbulkan implikasi yang luas. Kreditor dapat mempailitkan perusahaan jika 

perusahaan tidak dapat mengembalikan utang-utangnya tepat waktu. Pemegang 

saham dapat saja mengganti manajer apabila nilai tidak kompeten dan professional. 

Dengan demikian juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, 

jika masyarakat menilai tidak akuntabel, masyarakat dapat menuntut pergantian 

pejabat dan sebagainya. Kreditor dapat menunda memberikan pinjaman atau justru 

membatalkan bantuan. Rendahnya tingkat akuntabilitas sektor publik juga dapat 

meningkatkan resiko berinvestasi disuatu negara yang menyebabkan engganya 

investor untuk melakukan investasi.  

Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005 telah menetapkan Standar 

Akuntansi Pemerintah guna mencapai penyusunan laporan pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi 

laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi 

informasi yang dapat digunakan bagi pengguna laporan keuangan untuk membantu 

memahami laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yang dibuat pemerintah 

menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka 

pengungkapan yang memadai. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 
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Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan 

Standar Akunansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.   

Pelaksanaan Laporan Keuangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kota Palembang merupakan upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan keandalan 

pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar 

akuntansi pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota Palembang 

merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publikdi wilayah Sumatera 

Selatan. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan 

sipil. Pendaftaran peduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik    (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), 

sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta 

kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, 

pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. 

Penulis tertarik untuk meneliti penilaian kinerja di Dinas kependudukan dan 

pencatatan sipil dikarenakan tidak tersediannya data yang lengkap terutama data 

Output yang beruapa Laporan Realisasi Anggaran yang ada di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Untuk mengukur Output tesebut menggunakan 

indikator kinerja. Banyak ukuran yang dianggap menunjukan output pada 

kenyataannya, akan tetapi sesuai dengan analisi yang akan digunakan maka data 



 

8 

 

output di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yaitu tingkat 

atau volume akuntabilitas organisasi terhadap publik.  

 

Maka dapat dinilai sistem kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan 

menggunakan konsep 3E (Ekonomis, Efisiensi, Efektifitas) dari ketiga konsep 

tersebut dilihat seberapa baiknya kinerja yang ada di Dinas kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang. Hubungan penilaian kinerja terhadap akuntabilitas 

publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada laporan 

keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tersebut, 

kondisi keuangan yang diukur berdasarkan konsep 3E (ekonomi, efesiensi, dan 

efektifitas) dikatakan baik dimana dalam keintegritasan laporan keuangan telah 

berjalan efektif, pengungkapan laporan keuangan telah berjalan secara efesien dan 

ekonomis, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tersebut 

telah memenuhi Peraturan Pemerintah yang menetapkan bahwa dalam rangka 

penyusunan laporan pertanggung jawaban setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi 

anggaran dan neraca.  

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk 

mengukur tingkat kinerja perlu adanya data input dan data output. Dalam hal ini input 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dapat dinyatakan 

dengan nilai uang yaitu seperti dalam dicantumkan dalam hasil penelitiaan yaitu 
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Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan output merupakan hasil yang dicapai dari 

suatu program, aktivitas dan kebijakan.  

Penilaian kinerja terhadap akuntabilitas publik tersebut itu menggunakan 

konsep 3E (ekonomi, efisiensi, efektifitas). Untuk melihat apakah konsep tersebut 

telah terpenuhi dalam perkembangan akuntansi di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Palembang. Analisis terakhir adalah dengan 

mempertimbangkan seberapa jauh suatu program dan pelayanan memenuhi 

kebutuhan masyarakat publik terhadap biaya yang dikeluarkan.  

Berdasarkan permasalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Penilaian Kinerja Terhadap Akuntabilitas 

Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahnya yaitu 

bagaimana penilaian kinerja terhadap akuntabilitas publik di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.  

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan  

Data yang digunakan dalam menganalisis skripsi ini merupakan data Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA).  Penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Laporan Realisasi Anggaran 

menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, 
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surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber 

daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan 

menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya 

ekonomi dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh 

yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan 

efektivitas penggunaan anggaran. 

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam 

memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan 

pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan 

laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi 

kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber 

daya ekonomi, antara lain: telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, 

telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) dan telah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

1.4. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian kinerja 

terhadap akuntabilitas publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Palembang.  
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1.5. Manfaat Penulisan  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

a) Bagi Penulis  

Menambah wawasan keilmuan mengenai akuntabilitas publik dan dapat 

menambah perbandingan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pemerintah.  

b) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 

Sebagai bahan masukan mengenai pentingnya laporan keuangan pada unit 

organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi pembendaharaan.  

c) Bagi Almamater  

Sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa dimasa yang 

akan datang. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan ini skripsi. 

Sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I  PENDAHULUAN   

   Merupakan bagian pendahuluan yang ditujukan untuk memahami tulisan 

secara garis besar yang mencakup latar belakang, perumusan masalah serta 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori mengenai alasan apa yang 

melandasi penulis untuk melakukan penelitian ini.   

BAB III METODE PENELITIAN  

 Merupakan metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, ruang 

lingkup atau tempat penelitian, operasional vertical, data yang diperlukan, 

teknik pengumpulan data serta analisis data dan teknik analisis. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian serta pembahasan 

dari masalah yang telah dirumuskan, yaitu Analisis Penilaian Kinerja 

Terhadap Akuntabilitas Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Palembang.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dalam bab ini akan memberikan suatu kesimpulan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini dan juga 

memberikan saran-saran sebagai masukan kepada objek penelitian serta 

keterbatasan-keterbatasan yang ada pada penelitian ini. 
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